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PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

JENISRENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISISMENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MURUNG RAYA

.a.

© 1.

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa dalam rangka menjagasteglan lingkungan yang nyaman dan
aman setiap jenis usaha dan/atau kegiatemg mempunyai dampak
terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Analislengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleslad huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Jenik©iaUsdan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengi Dampak
Lingkungan Hidup di Kabupaten Murung Raya,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1@®i7ang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun71B@mor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG@®)3

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Betukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamarapupéen

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulaay PKabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provif&limantan

Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Thambhembaran
Negara nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataben Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambaharbaem Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undamglang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeatgjganti Undang
—undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atdang) — undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahadliedndang —
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tald@b 2Nomorl08,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penigeén Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @rambNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaleanldaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tendaradjsis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1966hor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgritambagian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PetabrirDaerah
Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nor@piT@8mbahan
lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tgnt@mganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 N8&ofambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tak0d6 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Takd@d6 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor TEhun 2006
tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wadghgkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2nanQ8 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Wewenang Kabupaterurl Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@d8aN57);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5nafnQ8 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Pemané&embangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murayg R.embaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAA TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB

DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urgsasnCGtonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasylaakalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dbladang-Undang
Dasar Tahun 1945.



10.

11.

(1)

(2)

®3)

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perabgleaabh sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disinglBRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MuruagaRsebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDALYladah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usahaalakégiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukaegi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan daalatau kegiatan.

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkumgap yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan @ankagiatan.

Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalahatghan secara cermat
dan mendalam tentang dampak besar dan penting selatana usaha
dan/atau kegaiatan.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yangdgutag jawab atau
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang alk&sahbkan.

Instansi yang berwenang adalah instansi yang bemgemmemberikan
keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Instansi yang bertanggung jawab adalah instansig yéerwenang
memberika keputusan kelayakan lingkungan hidup aengengertian
bahwa wewenang di tingkat pusat berada pada Kepatansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dkanhkabupaten berada
pada Bupati.

BAB I
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Pasal 2

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup npakan bagian
kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atziatin.

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hiddigunakan sebagai
bahan perencanaan pembangunan wilayah.

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkunddidup dapat
dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usadr@athu kegiatan
tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
BAB Il
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkanpalaimesar dan penting
terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Murung Rengliputi :



a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharaupun yang tak
terbaharui;

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapanmékan pemborosan,
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serterksotan sumber
daya alam dalam pemanfaatannya;

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempemndergkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan yaida

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat meaupgmn pelestarian
kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindwagmr budaya;

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, jgars jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nom hayat

h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyaernsbtbesar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

BAB IV

PENGECUALIAN
Pasal 4

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaandimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak perlu dibuat bagcema usaha dan/atau kegiatan
untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.

Pasal 5

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangudaldim kawasan yang
sudah dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkunghdup tidak
diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Linglam Hidup lagi.

(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksladgyat (1) diwajibkan
untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan phiddan
perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengacana pengelolaan
lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkuhgiup kawasan.

BAB V

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wégihgkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah usaha tlan/kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap umggn Hidup di
Kabupaten Murung Raya.



Pasal 7

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yaalg tedmasuk dalam Pasal 3
tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawhsdang wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Linglam#lidup.

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yank) teddapat pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini tapi berdampak besar pad&uinggan hidup dan
setelah melalui tahap penapisan dapat dimasuk&Eamdjenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi deAgelisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 8

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yandy wég¢ngkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalamaResan Daerah
ini dapat berkurang dalam hal:

a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatarebtersdapat
ditanggulangi berdasarkan kemampuan ilmu pengetahdan
teknologi; dan/atau

b. dalam kenyataannya jenis rencana usaha darketatan tersebut
tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkarngdup.

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan selmgaidimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b tidak diwajibkan dilengkagengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 9
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wégihglapi dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat ditinjau Belinpaling sedikit
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 10
(1) Instansi terkait yang ditugasi mengendalikan damipagkungan hidup
melakukan pengawasan terhadap rencana jenis dsalfatau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai @g&nipgkungan.
(2) Instansi yang membidangi usaha dan/atau teegmelakukan pembinaan

teknis pelaksanaan penyusunan Analisis MengenapBrringkungan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Da@rakepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peratuaati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahRangundangan

Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam LembReerah Kabupaten
Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd
YURIANSON DJATA
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